
 

 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  83  TAHUN 2023 

TENTANG 

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, 
produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja, serta 

pelayanan publik, perlu dibentuk aparatur sipil negara 
yang berkualitas, berintegritas, dan profesional; 

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan disiplin, 

produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja, serta 
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu mengatur hari kerja dan jam kerja bagi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; 

c. bahwa ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, 
dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Penggunaan  Daftar Hadir Berbasis Elektronik di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Jombang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Penggunaan  Daftar Hadir Berbasis Elektronik di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, tidak 
sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada sehingga 

perlu diganti;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan 

Jam Kerja Perangkat Daerah; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730);   
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);   

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);    

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari 

Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157);   

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 

Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 

Nomor 3/D);   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM 

KERJA PERANGKAT DAERAH. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jombang. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah.  
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7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.  

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan.  

10. Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi kedinasan bagi ASN.   

11. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk 

melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang 

ditugaskan bagi ASN.  

12. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan 
oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah.  

 

 

BAB II 

HARI KERJA DAN JAM KERJA 

Bagian Kesatu 

Hari Kerja dan Hari Sekolah 

Pasal 2 

(1) Hari Kerja Perangkat Daerah dan unit pelayanan 

kesehatan sebanyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. 

(2) Hari Sekolah Satuan Pendidikan sebanyak 5 (lima) hari 

dalam 1 (satu) minggu.   

(3) Hari Kerja dan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) yaitu hari Senin sampai dengan hari 

Jum’at.  

 

Pasal 3 

(1) Dalam hal pelaksanaan Hari Kerja diluar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditentukan 
setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Hari Sekolah diluar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Satuan 
Pendidikan mengajukan permohonan persetujuan secara 
tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan.   
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Bagian Kedua 

Jam Kerja dan Jam Sekolah 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan Jam Kerja Perangkat Daerah dan unit 

pelayanan kesehatan dengan ketentuan:  

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 

WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, dengan waktu 
istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.15 
WIB; dan 

b. hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 
14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB 

sampai dengan pukul 12.30 WIB.  

(2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan bagi ASN yang melakukan pekerjaan di luar 
kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja.  

(3) Apel pagi dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan 

hari Kamis pukul 07.30 WIB.  

(4) Senam pagi/olahraga dilaksanakan pada hari Jum’at 

dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 
WIB.  

(5) Jam kerja pada bulan Ramadan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku pada bulan Ramadhan.  

(6) Pelaksanaan jam kerja bagi ASN pada Perangkat Daerah 

atau unit kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan tetap 

mempedomani jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga 
puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu 

setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   

 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan Jam Sekolah Satuan Pendidikan dengan 
ketentuan: 

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.00 WIB 
sampai dengan pukul 15.00 WIB; 

b. hari Jumat, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 

WIB.  

 

Pasal 6 

(1) Bagi Perangkat Daerah dan unit layanan kesehatan yang 

menggunakan Hari Kerja dan Jam Kerja secara shift, 
ditetapkan oleh pimpinan dengan tetap 
mempertimbangkan total jumlah jam kerja dalam 1 (satu) 

minggu sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. 

(2) Dalam hal Perangkat Daerah atau unit layanan kesehatan 

menerapkan tugas kedinasan secara fleksibel lokasi 
dan/atau waktu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.    
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Pasal 7 

(1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib 

mengikuti ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja, 
dibuktikan dengan absensi elektronik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

 

 
 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah.  

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kepegawaian.   

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Jombang 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan  Daftar Hadir 
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 
Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 
Tahun 2019 tentang Penggunaan  Daftar Hadir Berbasis 
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 
42);  

b. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Jombang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penggunaan  
Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 42),   

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal  17 Juli 2023 

BUPATI JOMBANG, 
 

              ttd 
 

                  MUNDJIDAH WAHAB 
 
 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal  17 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG, 
 

 

             ttd 
 

   AGUS PURNOMO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR  83/E 
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